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Abstrak 
SDG’s Desa merupakan komitmen global dan termasuk dalam program kebijakan nasional dalam upaya 
untuk mensejahterakan warga negara. Komunikasi merupakan suatu proses dalam penyampaian ide-ide, 
pesan, atau gagasan kepada partisipan komunikasi untuk saling mempersuasif demi terwujudnya 
kesepakatan. Ujung tombak dari keberlangsungan SDG’s Desa berada di desa, dalam hal ini adalah seperti 
apa strategi komunikasi persuasif yang dijalankan oleh kepala desa, agar warganya dapat berpartisipasi 
dalam menyukseskan SDG’s di desa. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua 
negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara negara 
berkembang, karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil dan sustainable. Pada umumnya 
kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara. Sesungguhnya 
yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat  (publik  service).  
Pelayanan  tersebut diberikan  untuk  memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun 
layanan publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kepala Desa Buttu 
Pamboang dalam menyosialisasikan SDGs desa di desanya memakai bermacam wujud komunikasi dalam 
mempersuasif kepada warganya supaya berpatisipasi dalam program SDGs desa. Strategi yang telah 
dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan SDG’s Desa terkait pengentaskan kemiskinan 
merupakan sebuah kerja keras dan kerja kontinyu karena mengubah mind set warga bukanlah pekerja yang 
ringan apalagi warga yang mempunyai tingkat Pendidikan yang rendah perlu kesabaran yang tinggi.   
Kata Kunci: SDG’s, Pemerintahan Desa, Komunikasi Politik  

 
Abstract 

SDG's Desa is a global commitment and is included in the national policy program in an effort to improve 
the welfare of citizens. Communication is a process of conveying ideas, messages or ideas to 
communication participants to be mutually persuasive in order to realize an agreement. The spearhead of 
the sustainability of SDG's Village is in the village, in this case, what kind of persuasive communication 
strategy is implemented by the village head, so that the residents can participate in the success of SDG's 
in the village. Poverty is a problem faced by all countries, both developed and developing countries, but it 
is more common in developing countries, because development conditions are still not stable and 
sustainable. In general, poverty is measured by the level of income and minimum basic needs of a country. 
In fact, the product of government organizations is public service. These services are provided to fulfill 
people's rights, whether they are civil services or public services. This research uses a qualitative 
descriptive research type. The Head of Buttu Pamboang Village in socializing village SDGs in his village uses 
various forms of communication in persuading his residents to participate in the village SDG’s program. 
The strategy that has been carried out by the village government in realizing SDG's Village related to 
poverty alleviation is hard work and continuous work because changing the mindset of residents is not 
easy work, especially residents who have a low level of education need a lot of patience. 
Keywords: SDG's, Village Government, Political Communication 
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PENDAHULUAN 

Isu kemiskinan merupakan isu yang cukup menarik untuk dibahas sekalipun masih bersifat klasik. 

Masalah bagi bangsa setiap bangsa di dunia ini adalah kemiskinan, baik itu bangsa yang sudah maju maupun 

bangsa yang masih berkembang termasuk Indonesia. Penanganan kemiskinan bukan hanya masalah lokal, 

regional atau nasional akan tetapi sudah termasuk masalah Internasional. Namun dengan adanya 

Globalisasi interaksi antar bangsa-bangsa di muka bumi ini sudah sedemikian intens nya sehingga perubahan 

dunia dengan cepatnya. Isu-isu yang dibahas pun demikian beragam termasuk masalah yang berkaitan 

dengan kemiskinan. Kemiskinan  di  Indonesia  masih  menjadi  persoalan  yang  sulit  untuk  di tuntaskan 

tetapi ada upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Salah satu upaya dalam mengurangi kemiskinan 

dengan menerapkan program global yang direduksi masuk ke dalam program nasional adalah SDGs dan 

SDGs ini diterapkan di desa maka ditambahkan Namanya menjadi SDGs Desa. 

Oleh karena itu  SDG's desa  di harapkan  dapat  mengatasi berbagai persoalan  yang  berkaitan  

dengan  kemiskinan  di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan yang besar dalam pelaksanaan SDGs 

Indonesia dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diantaranya ialah memastikan pelaksanaan prinsip 

inklusif dan no one left behind, yang mengintegrasikan semua program stakeholder dalam rencana aksi 

SDG’s, membangun database yang komprehensif serta & inklusif serta sinergi antara prioritas-prioritas 

pemerintah dan non-pemerintah (Bambang PS Brodjonegoro). 

SDG’s Desa merupakan komitmen global dan termasuk dalam program kebijakan nasional dalam 

upaya untuk mensejahterakan warga negara. Jika seseorang berkomunikasi dengan salah satu isi pesannya 

tentang kebijakan maka sudah termasuk komunikasi politik kemudian yang menyampaikan 

(komunikatornya) adalah seorang pejabat dalam pemerintahan (Kepala Desa) sudah jelas komunikasi politik 

(Sulthan, 2010). Secara teoritis dalam mengomunikasikan SDG’s Desa kepada public termasuk dalam 

komunikasi politik terlebih lagi yang mengomunikasikan adalah pemerintah desa yang tidak lain merupakan 

penguasa dalam wilayah desa. Komunikasi merupakan suatu proses dalam penyampaian ide-ide, pesan, 

atau gagasan kepada partisipan komunikasi untuk saling mempersuasif demi terwujudnya kesepakatan. 

Ujung tombak dari keberlangsungan SDG’s Desa berada di desa, dalam hal ini adalah seperti apa strategi 

komunikasi persuasif yang dijalankan oleh kepala desa, agar warganya dapat berpartisipasi dalam 

menyukseskan SDG’s di desa. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah seperti apa komunikasi 

politik Kepala Desa Buttu Pamboang dalam menerapkan SDGs Desa untuk mengentaskan  kemiskinan di 

desanya.? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sustainabel Development Goals (SDG’s) Desa 

SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan yang digagas PBB sejak 

pendirian hingga kini diterapkan, seluruh warga desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak ada yang terlewat. 

Dan, kemajuan tiada akan berhenti, melainkan berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang. 

Mewujudkan desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, layak air bersih dan sanitasi, berenergi bersih dan 

terbarukan, infrastruktur dan inovasi sesuai kebutuhan. Warganya sehat dan sejahtera, menerima 

pendidikan berkualitas, perempuan berpartisipasi, menumbuhkan ekonomi merata, konsumsi dan produksi 

sadar lingkungan. Tinggal di permukiman yang aman dan nyaman, tanggap perubahan iklim, peduli 

lingkungan laut dan darat, damai berkeadilan, bermitra membangun desa. Arah baru pembangunan 

langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri 

Desa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Aparat pemerintah pusat, 

daerah, dan desa, juga pegiat desa dan kelompok masyarakat, riuh mendengungkan SDG’s Desa. Berbagai 

webinar mengaitkannya dengan kepemimpinan, badan usaha milik desa (BUM-Des), ramah kepada 

perempuan, pendeknya terkait beragam aspek kehidupan desa.  

Mulai dikumandangkan sejak 1945, pengetahuan manusia tentang pembangunan terus berkumulasi. 

Ini ditandai PBB melalui konferensi tingkat tinggi pembangunan sejak 1960-an sampai 2000-an, baik 

mengenai ling­kungan, sosial, anak, kependudukan, bencana, maupun iklim. Kumulasi pengetahuan 

pembangunan itu dirumuskan PBB sebagai Sustainable Development Goals pada 2015. Inilah pembangunan 



JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING VOLUME 5 NOMOR 1 TAHUN 2023 75 

 

yang holistik, lengkap sampai pada pengukurannya secara detail. Karena itu, rumusan SDGs sangat luas, 

mencakup 17 tujuan global, yang terinci atas 169 indikator capaian. Bahkan, pada 2020, PBB menetapkan 

indikator capaiannya meningkat menjadi 247. Sebagai salah satu pengusul aktif, Indonesia mendudukkan 

SDGs sebagai arus utama segenap pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Perpres No 59/2017 

mene­tapkannya sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan arahan untuk membuat 

rencana aksi nasional, provinsi, dan kabupaten (halaman 102). Kolaborasi pemerintah dengan perguruan 

tinggi membentuk pusat studi pembangunan berkelanjutan. Swasta mengarahkan corporate social 

responsibility (CSR) untuk mendukung kegiatan-kegaitan dalam rencana aksi. 

SDGs menandai perubahan global pembangunan, yang melepaskan diri dari ideologi-ideologi yang 

acap bertolak belakang. Manajemen pembangunan global kini diarahkan pada kesamaan tujuan akhir 

pembangunan. Ideologi kapitalisme dan sosialisasi sama-sama menghilangkan kemiskinan warga, 

meningkatkan kesehatan warga, hingga menjaga lingkungan hidup di sekitar permukiman. Persoalannya, 

pembangunan selama ini selalu berupa narasi akbar, hanya memperhitungkan peran negara atau 

antarnegara. Kalaupun diturunkan pembahasannya, hanya sampai kepada pelaku ekonomi nasional atau 

pemerintah daerah. Padahal, Desa berkontribusi 74%  terhadap SDGs nasional, yang dalam Perpres No 

59/2017 disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penghitungannya, 91%  wilayah pemerintahan 

berupa desa sehingga pengelolaannya akan memenuhi tujuan energi bersih, pertumbuhan ekonomi, 

produksi, dan konsumsi. Tujuan berikutnya ialah pemerataan wilayah, infrastruktur, permukiman, tanggap 

perubahan iklim, lingkungan darat, lingkungan laut, perdamaian, dan kemitraan pembangunan. Sementara 

itu, 188 juta warga desa merupakan 43%  penduduk Indonesia sehingga pemenuhan kebutuhan mereka 

menyumbang bagi tujuan penghilangan kemiskinan dan kelaparan, akses kesehatan, air bersih, dan 

pendidikan, serta kesetaraan gender. 

Namun, sumbangan desa yang sangat besar itu luput dari perhatian. Tanpa menekankan peran desa, 

SDGs Indonesia selalu menempati posisi terbawah di antara 116 negara. Pada 2016 posisinya sudah pada 

rangking 98, sedangkan pada 2020 tambah merosot menjadi rangking 101. Namun, selama ini metode 

partisipatoris yang menjadi andalan pendekatan pembangunan ini tidak mampu memutuskan sendiri 

substansi pembangunan. Keputusan tergantung pada hasil musyawarah sehingga ada kalanya kebutuhan 

objektif desa tertutupi oleh keputusan musyawarahnya. Pada titik inilah pelokalan SDGs untuk masuk ke 

desa menjadi penting. Kolaborasi antarpihak di desa diarahkan untuk memenuhi tujuan-tujuan SDGs. 

Strategi pelokalan SDGs global sampai ke SDGs Desa dilakukan dengan memasukkan SDGs Desa ke dalam 

kebijakan resmi pemerintah.  

Kemiskinan  

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun 

negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara negara berkembang, karena kondisi 

pembangunan yang masih belum stabil dan sustainable. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat 

pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara (Rianto M.Nur, 2010).  

Menurut Lincolin Arsyad kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan 

manusia itu bermacam-macam, maka emiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, 

maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosisal, 

sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam 

bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat 

pendidikan yang rendah (Arsyad L, 2004). Salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan manusia adalah 

kemiskinan, kerana kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar alam kehidupan. 

Dan kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh banyak negara. 

Pola kemiskinan ada empat yaitu, pertama adalah persistent poverty yaitu kemiskinan yang telah 

ronis atau turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus 

ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah Seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti di 

jumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu 

kemiskinan kerena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan 

menurunya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Djojohadikusumo S, 2011). Kemiskinan merupakan 
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kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan kerena tidak mempunyai 

kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas  faktor produksi yang 

memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan (Subandi, 2012). 

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak 

mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat (Bappenas, 2005). Hak- hak dasar tersebut antara lain : 

➢ Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup 

➢ Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan  

➢ Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya 

sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan 

perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan hidup bermartabat. Hak-hak 

dasar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak 

terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.  

Secara umum, pada periode September 2011–Maret 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia 

mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 

2015, Maret 2020, dan Maret 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 

September 2013 dan Maret 2015 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai 

akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk 

miskin pada periode Maret 2020 dan Maret 2021 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat 

pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia (BPS RI). 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Dibandingkan 

September 2021, jumlah penduduk miskin menurun 0,34 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan 

Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,38 juta orang. Persentase penduduk miskin pada 

Maret 2022 tercatat sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan 

menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode 

September 2021–Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,04 juta orang, sedangkan 

di perdesaan turun sebesar 0,30 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,60 persen 

menjadi 7,50 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,53 persen menjadi 12,29 persen (BPS RI). 

Penjelasan Teknis dan Sumber Data BPS RI :  

➢ Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 

(basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan 

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur 

menurut Garis Kemiskinan.  

➢ Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis 

Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah 

untuk daerah perkotaan dan perdesaan. 

➢ Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan 

yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar 

makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, 

sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). 

➢ Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, 

pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis 

komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan. 

➢ Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-

rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin. 

➢ Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah Garis Kemiskinan. 

➢ Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2022 adalah data 

Susenas Konsumsi dan Pengeluaran bulan Maret 2022. 
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Pemerintahan Desa 

Pemerintahan dapat kita artikan se kumpulan orang yang mengelola serta melaksanakan 

kepemimpinan & koordinasi pemerintahan dan juga  pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga 

tempat mereka bekerja masing-masing. Pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut (Syafii) :  

 

➢ Perintah yang berarti melakukan aktifitas menyuruh, dalam hal ini terdapat 2 pihak, yaitu: yang 

memerintah mempunyai wewenang dan yang diperintah mempunyai kepatuhan ataupun 

keharusan. 

➢ Sesudah ditambahkan awalan “pe” berubah jadi pemerintah, yang ber arti suatu badan/organisasi 

yang melaksanakan kekuasaan memerintah. 

➢ Sesudah ditambahkan lagi akhiran “an” maka berubah menjadi pemerintahan, yang berarti 

perbuatan/tindakan, hal/cara atau urusan dari badan/organisasi yang melakukan/melaksanakan 

memerintah tersebut diatas.  

Pemerintahan secara umum merupakan segala urusan yang di lakukan oleh Negara/Organisasi dalam 

menyelenggarakan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat nya & kepentingan Negaranya 

sendiri, jadi tidak di artikan hanya sebagai Pemerintah yang cuma menjalankan tugas eksekutiff saja, namun 

termasuk tugas-tugas lainnya antaralain legislatif dan yudikatif. Pemdesa adalah suatu proses 

penyatupaduan usaha-usaha masy. desa setempat dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakatnya. UU No.6 2014 Pasal 23, di tegaskan bahwa 

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemdesa. Pasal 1 ayat 3 di rumuskan bahwa: Pemdesa merupakan 

Kepala Desa / yang dapat disebut dengan nama lain & dibantu oleh perangkat Desa sebagai salahsatu unsur 

penyelenggara. 

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat didesa serta 

mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam mejalankan tugas dan wewenang kepala 

desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa 

dimana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan 

bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa 

adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya 

seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang 

ataupun peraturan yang berlaku.  

Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat  

(publik  service).  Pelayanan  tersebut diberikan  untuk  memenuhi  hak  masyarakat,  baik itu   merupakan   

layanan   civil maupun   layanan publik (Ardiputra S, 2020). Perangkat desa merupakan bagian dari 

pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada 

masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang 

dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah 

komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa 

peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat. 

Dan Hakekat dari pelayanan publik   adalah pemberian  pelayanan  prima  kepada  masyarakat yang  

merupakan  perwujudan  kewajiban aparatur pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat (Ardiputra S, 2020). 

Komunikasi Politik 

Ilmuwan Komunikasi A. Muis menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan 

sebagai obyek formalnya sehingga titik berat onsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. 

Sedankan McNair memaparkan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diupayakan untuk 

mencapai tujuan politik tertentu. Kemudian Graber memandang bahwa komunikasi politik adalah proses 

pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan atau aturan, struktur, dan faktor lingkungan 

yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Mengenai komunikasi politik ini (political communication) 

Kantaprawira, memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup 

dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik asyarakat 
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dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk 

mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena 

pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang 

menerimanya, proses tersebut adalahproses komunikasi.  

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang 

mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau 

memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat 

diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: 

pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilainilai 

dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu 

bagian; dan kedua, bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi 

serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. Seperti yang 

pernah dikemukakan oleh banyak ahli, terutama Harold  Laswell dengan formula ”Who says what, in which 

channel, to whom, with what effect”, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber 

komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun secara 

bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses 

komunikasi tersebut sangat berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses komunikasi. 

Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya proses komunikasi politik 

dalam suatu masyarakat.  

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat enam fungsi  lainnya  

di  jalankan,  yaitu  sosialisasi  dan  rekruitmen  politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, 

membuat peraturan, aplikasi peraturan dan ajudikasi peraturan. Hal senada juga yang disampaikan oleh 

Sulthan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi antara partisipan komunikasi yang isi pesannya 

meliputi tentang  eksekutif, yudikatif, legislative, dan partai politik. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi 

politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi system politik. Meriam  Budiardjo  (1982)  memahami  

komunikasi  politik  sebagai salah satu fungsi partai politik,  yaitu  meyalurkan beragam pendapat dan 

aspirasi  masyarakat   serta  mengaturnya  sedemikian  rupa   untuk  di perjuangkan  menjadi  kebijakan  

politik.   

Sedangkan  menurut  Maswadi Rauf, mengatakan bahwa komunikasi politik  merupakan kajian ilmu 

politik karena pesan-pesan yang dismapaikan  dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan 

dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas  komunikasi  dalam  kedudukan  sebagai   pekaku  

kegiatan  politik. Komunikasi  politik  di  bagi  dalam  dua  demensi  yaitu  kegiatan  politik, pemyampaian  

pesan  pesan  yang  bercirikan  politik  oleh  katir-aktor  politik kepada  pihak  lain.  Kedua,  kegiatan  ilmiah,  

kegiatan  politik  dalam  system politik. Menurut Susanto, komunikasi politik adalah komonikasi politik yang 

diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang di bahas oleh  jenis  kegiatan   

komunikasi  ini  dapat  mengingat  semua  warganya melalaui  sangsi  yang  di  tentukan   bersama  oleh  

lembaga-lembaga  politik. 

 

METODE 

Jenis  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  metode dalam  meneliti  status  kelompok  manusia,  suatu 

objek,   suatu   kondisi,   suatu   sistem   pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 

dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat 

mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian   ini   

menggunakan  jenis   penelitian kualitatif,  dalam  penelitian  kualitatif  data  yang dikumpulkan bukan berupa 

angka-angka melainkan   data   tersebut   berasal   dari   naskah wawancara,  catatan  lapangan,  dokumen  

pribadi, catatan  memo,  gambar  (foto)  dan  dokumen  resmi lainnya (Sugiyono dalam Ardiputra 2020). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

SDGs ataupun SDGs desa merupakan suatu kebijakan global yang direduksi masuk ke dalam 

program nasional yang diteruskan kepada pemerintah desa. Perihal ini berarti SDG’s / SDG’s Desa 

merupakan bagian dari komunikasi politik sebab definisi komunikasi politik merupakan kegiatan 

komunikasi kepada partisapan komunikasi yang isi pesannya tentang kebijakan, kekuasaan, keadilan, serta 

tentang partai politik tercantum pengurus partai dari tingkatan elite sampai anggota. Bersumber pada 

definisi komunikasi politik di atas sehingga SDGs desa itu merupakan komunikasi politik yang dilakukan 

oleh pemerintah desa ataupun penguasa tingkatan dasar. Jadi sadar ataupun tidak sadar, terencana 

ataupun tidak terencana hingga kades Pamboang sudah melaksanakan komunikasi politik.  

Kepala Desa Buttu Pamboang dalam menyosialisasikan SDG’s Desa di desanya memakai bermacam 

wujud komunikasi dalam mempersuasif kepada warganya supaya berpatisipasi dalam program SDGs desa. 

Bagi Kaur perencanaan Desa Buttu Pamboang komunikasi politik yang digunakan meliputi jaringan 

komunikasi kelompok semacam kelompok- kelompok posyandu, paguyuban kelompok nelayan, 

sedangkan komunikasi organisasi yang digunakan di antaranya merupakan Karang Taruna. Sedangkan 

komunikasi antar individu dicoba secara accidental saja. Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah 

desa dalam mewujudkan SDG’s Desa terkait pengentaskan kemiskinan merupakan sebuah kerja keras dan 

kerja kontinyu karena mengubah mind set warga bukanlah pekerja yang ringan apalagi warga yang 

mempunyai tingkat Pendidikan yang rendah perlu kesabaran yang tinggi.  SDG’s desa adalah salah satu 

upaya pemerintah untuk membangun  pedesaan  dalam mengentaskan kemiskinan di desa. Hal ini sejalan 

dengan UU No.32 2014 tentang  otonomi  desa yang diharapkan desa dapat meningkatkan 

perekonomiannya. Sehingga tingkat kemiskinan yang ada di desa dapat dikurangi. 

Menurut Kepala Desa Buttu Pamboang kemiskinan di desa hanya dapat dikurangi untuk 

menghilangkan kemiskinan di desa sangat sulit bahkan mustahil. Karena jumlah penduduk terus 

bertambah yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi sehingga melahirkan generasi 

yang tidak mampu pula. Pendapat Kepala Desa Buttu Pamboang senada dengan pernyataan oleh Noam 

Chomsky ( 2006) bahwa paradigma pembangunan yang berkelanjutan tersebut mustahil untuk mampu 

menghapuskan kemiskinan pada tahun 2030. Sesuatu hal yang tidak mungkin mengukur kemajuan suatu 

negara “berkembang” dengan menggunakan standar yang sama pada negara “modern”. SDG’s pun terlalu 

mereduksi semua fenomena dan masalah hanya dalam satu narasi solusi: pembangunan. 

Diperlukan kejelian, kecermatan seorang kepala desa untuk melakukan pertumbuhan ekonomi di 

desanya dalam mengentaskan  kemiskinan.  Dengan pertumbuhan  ekonomi  merupakan sesuatu  yang  

sangat  dibutuhkan. Oleh karena itu, Menurut Kepala Desa Buttu Pamboang “kami sudah melihat berusaha 

menggali potensi desa yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam pengembangan ekonomi 

warga agar  bertambah penghasilan kemiskinan di desanya dapat dikurangi dengan pemanfaatkan dana 

desa yang tidak hanya digunakan untuk pembangunan  fisik saja tetapi pembangunan sumberdaya 

manusia juga sangat dibtuhkan. 

Fenomena  kemiskinan  ini hal yang sudah  berlangsung  sejak  lama di muka bumi ini khususnya 

Indonesia,  sudah berbagai usaha yang  telah dilakukan dalam menanggulanginya, tetapi sampai saat ini 

masih saja tak dapat diatasi. Maka salah satu program yang yang diterapkan sekarang ini adalah SDG’s 

Desa. Desa Buttu Pamboang adalah salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Pamboang   Kabupaten  

Majene Sulawesi Barat, Indonesia yang memiliki perekonomian atau tingkat penghasilan dibawah rata-

rata atau minimum. Pendidikan yang rendah dan putus sekolah yang tinggi menjadi salah satu faktor atas 

permasalahan kemiskinan di Desa Buttu Pamboang ini. Dibutuhkan  upaya  pembangunan berkelanjutan 

untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Negara pun harus hadir atas permasalah ini  yaitu dengan Pasal  

7  ayat  1 dan ayat 2 UU No.13 Tahun 2011 tentang penanganan  fakir miskin sebagai bentuk pengentasan 

kemiskinan di Indonesia. Di dalam ayat 1 dan 2 terdapat  penyataan  bahwa  penanganan  kafir  miskin  

bisa  dilakukan  dengan pengembangan  potensi  diri  masyarakat itu sendiri.  

Pengembangan  potensi  diri  melalui  keterampilan  pun  perlu  diimbangi dengan  pemerintah  desa 

bersama pengelola unit-unit usaha di desa melakukan bentuk strategi partisipatori itu berupa pelatihan 

dibeberapa  kegiatan  usaha  untuk  dapat  menambah  ilmu  serta  dapat  menggerakan ekonomi warga. 
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SDGs desa  bisa tercapai apabila seluruh pihak dapat  berpartisipasi  saling  bahu  membahu  untuk  

mewujudkan  tercapainya  tujuan pembangunan  berkelanjutan di desa dibutuhkan  keterlibatan  semua 

stakeholder. Kata Kepala Desa Buttu Pamboang “kami sudah menghubungi stakeholder yang ada di desa, 

dengan  menggunakan pengaruh yang saya miliki dalam mempersuasif mereka aagar ikut berpartisipasi 

aktif pada program SDGs desa ini. Membangun komunikasi hal yang sangat urgent pada program SDGs 

desa ini.  Komunikasi  yang  dibangun  merupakan  titik  awal  dalam  pencapaian tujuan yang dikelola 

dengan tepat.  Komunikasi dibangun dengan baik merupakan suatu indikator terlaksananya 

pengembangan ekonomi desa.     

Strategi  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mendorong  terlaksananya pengembangan  

BUMDes  untuk  mewujudkan  SDGs  Desa  tidak  semata  melihat  potensi desa/sumber  daya  alamnya  

tetapi  dengan  adanya  komunikasi,  ketersedian fasilitas/peralatan, ketersediaan sumber daya manusia, 

kelengkapan struktur birokrasi dan sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut 

yang digunakan untuk mendorong pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Komunikasi  yang  dibangun  

di  BUMDes  merupakan  titik  awal  dalam  pencapaian peningkatan  tujuan  untuk  sasaran  pengembangan  

BUMDes  melalui  jenis  usaha  yang dikelola dengan tepat.  

 

SIMPULAN 

Komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai obyek formalnya sehingga titik berat onsepnya 

terletak pada komunikasi dan bukan pada politik menurut A.Muis. Sedangkan Mc.Nair memaparkan 

bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diupayakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. 

Kemudian Graber memandang bahwa komunikasi politik adalah proses pembelajaran, penerimaan, dan 

persetujuan atas kebiasaan atau aturan, struktur, dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap 

kehidupan politik. Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan 

masyarakat  (publik  service).  Pelayanan  tersebut diberikan  untuk  memenuhi  hak  masyarakat,  baik itu   

merupakan   layanan   civil maupun layanan publik. Kepala Desa Buttu Pamboang dalam menyosialisasikan 

SDGs desa di desanya memakai bermacam wujud komunikasi dalam mempersuasif kepada warganya 

supaya berpatisipasi dalam program SDGs desa. Bagi Kaur perencanaan Desa Buttu Pamboang komunikasi 

politik yang digunakan meliputi jaringan komunikasi kelompok semacam kelompok- kelompok posyandu, 

paguyuban kelompok nelayan, sedangkan komunikasi organisasi yang  digunakan di antaranya merupakan 

Karang Taruna. Sedangkan komunikasi antar individu dicoba secara accidental saja. Strategi yang telah 

dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan SDG’s Desa terkait pengentaskan kemiskinan 

merupakan sebuah kerja keras dan kerja kontinyu karena mengubah mind set warga bukanlah pekerja 

yang ringan apalagi warga yang mempunyai tingkat Pendidikan yang rendah perlu kesabaran yang tinggi.  

SDG’s desa adalah salah satu upaya pemerintah untuk membangun  pedesaan  dalam mengentaskan 

kemiskinan di desa. Hal ini sejalan dengan UU No.32 2014 tentang  otonomi  desa yang diharapkan desa 

dapat meningkatkan perekonomiannya. Sehingga tingkat kemiskinan yang ada di desa dapat dikurangi. 
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